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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Nasab 

1. Definisi Nasab 

Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab ‚an-nas}ab ‛ 

yang artinya ‚keturunan, kerabat‛.
1
 Nasab juga dipahami sebagai pertalian 

kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai salah satu akibat dari 

perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan 

atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah 

(bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, dan 

seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya).
2
 

Dalam Alquran, kata nasab disebut di tiga tempat, yaitu dalam surah 

al-Mu’minu>n ayat 101 dalam bentuk jamak (ans}ab), dan dalam surah al-

S{a>ffa>t ayat 158 dan al-Furqa>n ayat 54, masing-masing dalam bentuk mufrad 

(nasab).  

                           

 

 

 

                                                           
1
 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997), 1411. 
2 B. Setiawan, Ensiklopedi Indonesia Jilid 4, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 2337. 
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Artinya : 

‚Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di 

antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.‛
3
 

                             

Artinya : 

‚Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. 

Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret 

(ke neraka).‛
4
 

                              

Artinya : 

‚Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan 

manusia itu (punya) keturunan dan mus}aharah dan adalah Tuhanmu Maha 

Kuasa.‛
5
 

 

Menurut al-Lubily, istilah nasab sudah dikenal maksudnya, yaitu jika 

engkau menyebut seseorang maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan, 

atau menisbatkannya pada sebuah suku, Negara atau pekerjaan.
6
 

Mus}aharah maksudnya adalah hubungan kekeluargaan yang berasal 

dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Imam al-

Qurthubi ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata nasab dan 

s}ahr, keduanya bersifat umum, yang mencakup hubungan kekerabatan antar 

manusia. Dalam perspektif lain, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa nasab adalah 

istilah yang merefleksikan proses pencampuran antara sperma laki-laki dan 

                                                           
3
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya, Jilid 6, (Jakarta: Widya 

Cahaya, 2011), 546. 
4
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya, Jilid 8, (Jakarta: Widya 

Cahaya, 2011), 324. 
5
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya, Jilid 7, (Jakarta: Widya 

Cahaya, 2011), 47. 
6
 Akhmad Jalaludin, ‚Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap 

Kewarisan‛, (Surakarta: Jurnal Publikasi Ilmiah, 2012), 67. 
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ovum (sel telur) perempuan berdasarkan ketentuan syariat, jika percampuran 

keduanya tersebut tidak sesuai syariat atau lewat jalan zina, maka itu 

digolongkan sebagai reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar 

secara syariat.
7
 

Berkaitan dengan hal ini, seorang ayah dilarang untuk mengingkari 

keturunannya. Karena mengingkari nasab ini mengakibatkan bahaya yang 

besar, dan bisa menimbulkan aib yang buruk bagi anak dan istrinya tersebut.
8
 

Dan haram bagi wanita menisbahkan atau membangsakan seorang anak 

kepada seseorang yang bukan ayah kandung dari anak itu. 

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat 

berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang tua. Anak 

merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak 

merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak  

dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat 

mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang 

keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai 

penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang 

penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan 

dengan orang tuanya termasuk ciri khas baik maupun buruk, tinggi, maupun 

rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.
9
 

                                                           
7 Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam, (Jakarta: Prenata 

Media Group), 177. 
8 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Alih Bahasa: H. Mu’ammal Hamidy, (Jakarta: 

Rabbani Press, 2001), 254. 
9 Ibid., 15. 
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Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka 

Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinan. Pensyariatan perkawinan 

memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, 

memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan 

keluarga yang sakinah.
10

 Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah ar-

Ru>m ayat 21 yang berbunyi : 

                          

                   

Artinya : 

‚Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir.
11

 

Dalam Fikih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan 

nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya 

anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan 

anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan 

yang sah.
12

 

Penetapan nasab seseorang berdampak besar terhadap seseorang 

tersebut, keluarganya dan masyarakat di sekitarnya, dan setiap seseorang 

hendaknya merefleksikannya dalam masyarakat, supaya terjadi kejelasan 

                                                           
10 Wahbah al-Zuhailiy, Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arobi, 1957), 

114. 
11

 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran Dan…, 572. 
12

 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Kencaran, 2006), 276. 
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nasab dari seseorang tersebut. Disamping itu, ketidakjelasan nasab 

dikhawatirkan bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam 

perkawinan, misalnya perkawinan dengan mahram sendiri. Itulah yang 

menyebabkan pelarangan menisbahkan nasabnya kepada seseorang yang 

bukan ayah kandungnya.
13

 

2. Sebab Terjadinya Nasab 

Dalam hukum Islam, nasab dapat terjadi dari salah satu dari tiga 

sebab, yaitu: 

a. Dengan cara al-firash, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah 

b. Dengan cara iqrar, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah 

yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya 

c. Dengan cara bayyinah, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasar 

bukti-bukti yang sah bahwa seorang anak tertentu tersebut adalah anak 

dari seseorang (ayahnya).
14

 

Perkawinan diadakan, agar benar-benar dapat diketahui dengan pasti 

bahwa seseorang perempuan adalah isteri dari seorang laki-laki (suaminya). 

Istri dilarang menghianati suaminya atau dengan kata-kata kiasan, dilarang 

menyirami tanaman suami dengan air orang lain. Dengan demikian, anak-

anak yang lahir dari perempuan tersebut, dalam hubungan perkawinan yang 

masih berlangsung, adalah benar-benar anak suaminya, tanpa memerlukan 

                                                           
13

 Andi Syamsu Alam, M. fauzan, Hukum Pengangkatan…, 179. 
14

 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), 

76. 
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adanya pengakuan atau pernyataan dari ayahnya demikian pula tidak 

memerlukan adanya tuntutan ibu agar suami mengakui anak yang 

dilahirkannya adalah anaknya.
15

 

Sejatinya, seorang laki-laki baru dapat dinyatakan menjadi penyebab 

kehamilan dan melahirkannya seorang ibu bila sperma si laki-laki bertemu 

dengan ovum si ibu atau yang dalam kitab fikih disebut ‘uluq. Hasil 

pertemuan dua bibit itu menyebabkan pembuahan dan menghasilkan janin 

dalam rahim si ibu. Inilah penyebab hakiki hubungan kekerabatan antara 

seseorang anak dengan ayahnya. Hal tersebut tidak mungkin diketahui oleh 

siapapun kecuali Allah SWT. Karena hukum harus didasarkan pada sesuatu 

yang nyata dan dapat diukur serta dipersaksikan maka dicarilah sesuatu hal 

yang nyata, yang dapat dipersaksikan dan yang menimbulkan anggapan kuat 

bahwa sebab hakiki yang disebutkan di atas terdapat padanya. Sesuatu hal 

yang nyata yang dijadikan sebab hakiki yang tidak nyata itu, dikalangan 

ulama us}ul fiqih disebut ‚mazhinnah‛ atau rechvermoeden16
 

Dalam hubungan kekerabatan tersebut di atas yang dapat dijadikan 

mazhinnah-nya adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara 

seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad 

nikah tersebut yang menjadi faktor penentu hubungan kekerabatan itu. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan berlaku 

                                                           
15 Ahmad Azhar Basyir, Kawin Campur, Adopsi, dan Wasiat Menurut Hukum Islam, (Bandung: 

Al-Ma’arif,1972), 21. 
16 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), 176. 
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antara seseorang anak dengan seseorang laki-laki sebagai ayahnya, bila anak 

tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang berlaku antara si laki-

laki dengan ibu yang melahirkannya.17 Hal ini sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, yang berbunyi : 

 بْ نُ  شَ بْ اِ  ىنُ شَ  ابْ شَ بْانُ بْ نُ  شَ اِ بْ شَ نُ  شَ شَ ااِ  الشَّ بْ اِ بْ 
  اِ

Artinya : 

Anak yang sah dalam pandangan shara’ adalah anak yang dilahirkan 

dari perkawinan yang sah secara shara’.18
 

Sesuai dengan teori fikih di atas, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang 

menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ibunya dan 

keluarga ibunya, telah sejalan dengan teori fikih yang bersifat universal.
19

  

3. Cara Menentukan Nasab 

Penetapan nasab anak dalam perspektif Islam memiliki arti yang 

sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan 

nasab antara anak dengan ayahnya. Disamping itu, penetapan nasab itu 

merupakan hak pertama seorang anak ketika sudah terlahir ke dunia yang 

harus dipenuhi.
20

 

                                                           
17 Ibid., 176. 
18

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pena, tt.), 11. 
19

 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Penerbit Focus Media, 2007), 34. 
20 Muhammad Abu Zahrah, Al Ahwal Al Syakhsiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1957), 385. 
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Dalam Fikih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan 

nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya 

anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan 

anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan 

yang sah (anak luar nikah).
21

 

Untuk melegalisasi status anak yang sah, ada empat syarat yang 

harus dipenuhi, antara lain yaitu: 

a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal 

dan wajar untuk hamil. Ini adalah syarat yang disetujui oleh mayoritas 

Ulama’ kecuali Imam Hanafi. Menurutnya, meskipun suami istri tidak 

melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang 

dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah. 

b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya 

enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma’ 

para pakar hukum Islam sebagai masa terpendek dari suatu 

kehamilan.
22

 

c. Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang 

kehamilan. Tentang hal ini masih dipersilihkan oleh para pakar hukum 

Islam. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan 

adalah dua tahun, berdasarkan ungkapan A’isyah RA. yang 

                                                           
21 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam…, 276. 
22

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2009), 385. 
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menyatakan bahwa, kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua 

tahun.
23

 Sedangkan Madzhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa 

masa kehamilan adalah empat Tahun. Alasanya karena sesuatu yang 

tidak ada dalilnya dikembalikan pada kenyataan atau realita yang ada. 

Dan terbukti ada masa kehamilan yang mencapai empat tahun. Kaum 

wanita Bani Ajlan juga menjalani masa kehamilan selama empat tahun, 

sebagaimana diterangkan oleh Imam Syafi’i dan Imam Ahmad.
24

  

Pendapat yang dilontarkan oleh ketiga madzhab tersebut berbeda 

dengan pendapat madzhab Maliki. Menurutnya, batas maksimal 

kehamilan adalah lima Tahun. Pendapat ini didukung oleh Al-Laith bin 

Said dan Ibad bin Al-Awwam. Bahkan menurut cerita Malik, suatu 

ketika ada seorang wanita hamil yang datang kepadanya sambil 

mengatakan bahwa masa kehamilannya mencapai 7 Tahun.
25

 

d. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li’a>n. Jika 

seorang laki-laki ragu-ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi 

dalam masa kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, 

maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung 

oleh istrinya dengan cara li’an>.
26

 

                                                           
23 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al- Islamiy…, 7251. 
24

 Ibid., 7251. 
25

 Ibid., 7252. 
26

 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam…, 79. 
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Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan mengatakan bahwa nasab 

seseorang dapat ditetapkan melalui tiga cara :
27

 

1) Melalui nikah s}ahih atau fasid. Ulama fikih sepakat bahwa nikah yang sah 

dan fasid merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seseorang 

pada ayahnya 

2) Melalui alat bukti atau saksi, dalam konteks ini ulama fiqih sepakat 

bahwa saksi harus benar-benar mengetahui sejarah dan keadaan anak yang 

dinasabkannya 

3) Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Ulama fikih membedakan 

antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan selain anak, seperti 

saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang 

anak kecil adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak yang telah 

baligh (menurut jumhur ulama’) atau mummayiz (menurut madzhab 

Hanafi) mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan 

tersebut dapat dibenarkan dan dinasabkan kepada laki-laki tersebut 

apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Anak tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya 

diketahui, maka pengakuan ini batal. Ulama fikih sepakat 

bahwasanya apabila anak itu adalah anak yang tidak diakui ayahnya 

melalui li’a>n, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya, 

selain suami yang meli’a>nnya 

                                                           
27

 Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan…, 186. 
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b) Pengakuan tersebut harus rasional, misalnya dalam hal usia dan 

lainnya 

c) Apabila anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut 

dengan catatan anak tersebut sudah baligh atau mummayiz 

d) Lelaki yang mengaku tersebut menyangkal bahwa anak tersebut 

adalah hasil dari hubungan zina 

4. Akibat Dari Hubungan Nasab 

Implikasi dari adanya hubungan nasab akan menimbulkan adanya 

beberapa hubungan, yaitu :
28

 

a. Hubungan kekerabatan 

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang 

mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. 

Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mempusakai terkuat, 

dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur kausalitas adanya seseorang 

yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan halnya dengan perkawinan, ia 

merupakan hal baru dan dapat hilang, misalnya kalau ikatan perkawinan 

itu telah diputuskan.
29

 

Pada tahap pertama seseorang anak menemukan hubungan 

kerabat dengan ibu yang melahirkanya. Seorang anak yang dilahirkan oleh 

seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang 

                                                           
28 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan…, 174. 
29

 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: Al-Ma’arif, 1994), 116. 
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melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah dan tidak ada seorangpun yang 

membantah hal ini karena si anak jelas keluar dari rahim ibunya itu.
30

 

Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan 

laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dapat 

dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang 

menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat 

berlaku pula dengan laki-laki itu. Laki-laki itu kemudian disebut dengan 

ayahnya. Bila hubungan keibuan berlaku secara alamiah maka hubungan 

keayahan berlaku secara hukum.
31

 

b. Kewarisan 

Salah satu misi syariat Islam adalah hizf}un nasl, yakni 

terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah 

khalifah di muka bumi. Hubungan darah (nasab) antara orang tua dan 

anak merupakan hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat 

diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Di bidang kewarisan, 

kedudukannya tidak dapat dihijab (dihalangi) baik hirma>n maupun 

nuqsha>n. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan 

berlangsung sampai keluar batas kehidupan dunia, misalnya secara moral 

anak saleh merasa berkepentingan menyertakan do’a untuk keselamatan 

kedua orang tuanya di akhirat. Alquran melukiskan kedekatan hubungan 

                                                           
30

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan…, 175. 
31

 Ibid., 175-176. 
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itu sebagaimana tercantum dalam surah al-Furqa>n ayat 54.
32

 Allah SWT 

berfirman dalam surah an-Nisa>’ ayat 11: 

                             

                               

                                   

                               

                             

Artinya : 

‚Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua 

orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 

dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak 

perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan 

untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta 

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang 

yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya 

(saja), maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu 

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 

buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan 

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

c. Perwalian 

Adanya wali dalam suatu pernikahan dianggap sangat penting, 

sebab suatu pernikahan menjadi tidak sah apabila tidak ada wali. 

Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19, wali 

nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon 

                                                           
32

 Wahbah al-Zuhailiy, Al-Fiqh al-Islamiy…, 689. 
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mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Amir Syarifuddin 

mengatakan bahwa secara umum, wali adalah seseorang yang karena 

kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang 

lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak 

atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.
33

 Dalam hal ini 

seseorang yang dalam urutan awal menjadi wali bagi seorang perempuan 

yang hendak menikah adalah wali dari jalur nasab. Karena nasab 

merupakan hubungan yang paling erat dan dekat hingga dapat 

menimbulkan hak-hak yang sedemikian rupa. Sedangkan dalam Alquran 

yang mengisyaratkan tentang perwalian ada dalam surah al-Baqarah ayat 

232 : 

                           

                                  

                    

Artinya : 

‚Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, 

maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan 

bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan 

cara yang ma´ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang 

beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik 

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui.‛ 

 

 

                                                           
33 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-undang 

Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2014), 69. 
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B. Anak Zina 

1. Pengertian Anak Zina 

Anak zina menurut pengertian dalam pasal 284 KUHPerdata adalah, 

‚seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal 

diketahuinya bahwa pasal 27 KUHPerdata berlaku baginya dan seorang 

wanita yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya 

pasal 27 KUHPerdata berlaku baginya. Sehingga menurut hukum barat 

seorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut 

lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang 

lain.
34

 

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang 

paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan 

anak yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata bahwa anak zina 

bersama-sama dengan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua 

biologisnya, sehingga secara hukum (yuridis) seorang anak yang dilahirkan 

dari perzinaan tidak akan memiliki ayah maupun ibu dan oleh karena itu 

seorang anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang 

tua biologisnya kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 867 ayat 

(2) KUHPerdata, yaitu sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup 

seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah 

                                                           
34

 Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum 

Positif Dan Hukum Islam, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 21. 
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memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut 

Undang-Undang.
35

 

Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian luas 

(anak tidak sah). Timbulnya istilah anak zina dalam pengertian hukum 

perdata barat dipengaruhi oleh asas monogami secara mutlak yang dianut 

oleh KUHPerdata, dimana pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya 

boleh terikat perkawinan dengan seorang perempuan dan seorang perempuan 

juga hanya diperbolehkan terikat perkawinan dengan seorang laki-laki saja, 

prinsip tersebut berbeda dengan prinsip poligami terbatas yang dianut oleh 

hukum Islam dimana dalam suatu keadaan tertentu di waktu yang sama 

seorang laki-laki boleh untuk terikat dengan satu, dua, tiga dan empat orang 

perempuan dalam hubungan perkawinan.
36

 

Sedangankan yang dimaksud anak zina dalam hukum Islam adalah 

anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak 

zina tidak dianggap sebagai anak dari laki-laki yang menggauli ibunya, 

walaupun laki-laki tersebut kelak menikahi ibunya. Anak yang lahir 

disebabkan hubungan tanpa nikah disebut dengan walad ghairu shar’i (anak 

tidak sah).
37

 

Pembicaraan tentang anak hasil zina atau biasa disebut anak luar 

kawin dalam konsepsi hukum Islam tidak bisa dipungkiri bahwa pada 

                                                           
35 D.Y. Witanto, Hukum Keluarga, (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin), (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2012), 40. 
36

 Ibid., 41. 
37 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 189. 
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akhirnya akan masuk pada pembicaraan tentang perzinaan karena kelahiran 

anak luar kawin dalam konsep hukum Islam pasti akan didahului oleh adanya 

perbuatan zina, kecuali anak luar kawin dalam kategori shubhat karena 

perbuatan zina menurut hukum Islam termasuk bagi mereka yang 

telah/pernah menikah maupun bagi mereka yang sama sekali belum pernah 

melangsungkan pernikahan.
38

 

Anak hasil zina atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan 

oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam 

ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Pengertian 

di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang 

dapat melahirkan keturunan, dan hubungan mereka tidak dalam ikatan 

perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.
39

 

Menurut Pasal 284 KUHP jo. Pasal 27 KUHPerdata seseorang dapat 

dikatakan telah berbuat zina jika salah seorang atau kedua-duanya sedang 

terikat oleh perkawinan dengan yang lain, sehingga ikatan perkawinan 

merupakan unsur yang menentukan seseorang dapat dikatakan melakukan 

zina atau tidak. Hal ini sangat berbeda dengan konsep zina menurut hukum 

Islam. Berdasarkan terminologi Islam perbuatan zina tidak hanya ditentukan 

oleh keadaan bahwa si laki-laki atau si perempuan sedang berstatus menikah 

dengan perempuan atau laki-laki lain, namun setiap hubungan suami isteri 

yang dilakukan oleh pasangan yang tidak dalam ikatan perkawinan terlepas 

                                                           
38 D.Y. Witanto, Hukum Keluarga…, 70. 
39 Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, (Jakarta: Djambatan, 1998), 18. 
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apakah ia sedang berstatus menikah dengan yang lain atau mereka masih 

berstatus perjaka dan gadis, tetap dianggap sebagai perbuatan zina.
40

 

Menurut Abdurrahman Doi bahwa zina menurut pengertian istilah 

adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan 

yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.
41

 Dari 

beberapa definisi di atas, dapat ditarik unsur/elemen dari perbuatan zina 

antara lain : 

a. Adanya hubungan kelamin 

b. Yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 

c. Yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan 

Rumusan perbuatan zina menurut konsepsi Islam sebagaimana 

disebutkan di atas tidak memperhitungkan apakah si pelaku sedang dalam 

ikatan perkawinan dengan pihak lain atau tidak, yang penting bahwa 

diantara pelaku (si laki-laki dan si perempuan) tidak terikat hubungan 

perkawinan yang sah. Perbedaan zina berdasarkan ikatan perkawinan dengan 

yang lain hanya berlaku bagi penentuan berat ringannya sanksi dimana 

hukuman yang dijatuhkan akan lebih berat bagi pelaku perzinaan 

dibandingkan perzinaan yang dilakukan oleh mereka yang berstatus perjaka 

dan gadis. 

                                                           
40

 D.Y. Witanto, Hukum Keluarga…, 71-72. 
41 Abdurrahman Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 31. 
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Dalam terminologi hukum Islam perbuatan zina merupakan bentuk 

perbuatan dosa yang diancam dengan hukuman h}ad dalam kategori jarimah 

h}udud, yang mana dikelompokkan dengan perbuatan-perbuatan dosa besar 

lainnya seperti qadhaf (menuduh orang lain berbuat zina), minum-minuman 

keras, mencuri, haribah (perampokan/gangguan keamanan), murtad dan 

pemberontakan (al-baghyu). Pengertian Zina dalam pandangan umum 

mazhab, seperti ulama Malikiyah mendefinisikan zina adalah seorang 

mukallaf mewat}i (menyetubuh) faraj yang bukan miliknya secara sah dan 

dilakukan dengan sengaja. Sementara ulama Syafi’iyah memandang lain 

yaitu zina ialah memasukkan zakar ke faraj yang haram dengan tidak 

syubhat dan secara naluri memasukkan hawa nafsu.
42

 

Senada pengertian di atas Ibnu Rusyd mengatakan bahwa zina dalam 

hukum Islam ialah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan 

yang sah, bukan karena pernikahan yang meragukan (syubhat) dan bukan 

karena kepemilikan hamba.
43

 

2. Kedudukan Anak Zina 

Segolongan ahli fikih dari kalangan ulama salaf dan khalaf 

berpendapat, bahwa anak yang lahir sebagai hasil dari hubungan di luar 

pernikahan secara syar’i maka sudah ditetapkan bahwa lelaki yang menjadi 

ayahnya itu tidak boleh menjelaskan bahwa anak itu adalah anaknya dari 

                                                           
42 A. Djazli, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 35. 
43 Ibnu Rusyd, Bida>yatul Mujtahid wa-niha>yah al-Muqtasid, Jilid II, (Semarang: Toha Putera, 

1999), 324. 
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hasil hubungan zina. Di antara para ulama itu adalah Urwah bin Zubair, 

Hasan Al-Bashri, Ibnu sirrin, Ibrahim An-Nakha’i, Ishaq bin Rahawiyah, 

Imam Ahmad, dan Ibnu Taimiyah.
44

 Berdasar hadis: 

ٍ  ي نُ بْاشَدنُ  شَلشَى  ابْفاِطبْ شَةاِ فشَأشَ  شَ شَ هنُ ي نُهشَ  اِ شَ  اِواِ   شَ بْ أشَبِاِ ىنُ شَي بْ شَةشَ أشَنشَّ رشَسنُ بْلشَ  للَّشَّاِ صشَلشَّ  للَّشَّنُ  شَلشَ بْواِ  شَسشَلشَّمشَ قشَالشَ كنُلُّ مشَ بْانُ بْ
ي نُنشَص اِ شَ  اِواِ كشَ شَا ت نُنشَاتشَجنُ  لْبْاِ اِلنُ ماِ بْ بَشَاِ بْ شٍَ  جَشَبْعشَاءشَ ىشَلبْ تُنُاِسُّ فاِ  بْهشَا ماِ بْ جشَدبْ شَاءشَ   أشَ بْ

Artinya : 

‚Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 

‚Setiap anak yang lahir, dia terlahir atas fitrah, maka tergantung kedua 

orang tuanya yang menjadikan dia orang Yahudi, Nasrani, seperti binatang 

ternak yang dilahirkan dengan sempurna, apakah kamu mengharap kelahiran 

yang tidak sempurna anggota badanya?.‛
45

 

Demikianlah pendapat mereka, sekalipun terdapat juga perbedaan 

pandangan dari kebanyakan para ahli fikih, namun tujuan akhirnya adalah 

untuk menegakkan kemaslahatan terhadap anak dan masyarakat. Akan 

sangat baguslah kejadiannya bila anak mendapat nasab dari ayahnya. Karena 

dengan demikian dia bisa dididik dan dilindungi perkaranya. Bila keadaan 

anak itu tanpa ayah maka jiwanya akan tertekan dan merasa terkucil. Bisa 

jadi kemudian dia menanggung malu, dan sebagai pelampiasannya dia akan 

mudah untuk menjadi penjahat di dalam kehidupan di tengah masyarakat.
46

 

Menurut ajaran Islam bahwa setiap anak mempunyai hubungan yang 

erat dengan ibu dan bapaknya (double unilateral/bilateral), sehingga kalau 

                                                           
44

 Abu Hadian Shafiyarrahman, Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam, (Yogyakarta: Al-Manar, 

2003), 55. 
45

 Imam Malik bin Anas, al-muwat>t>a’, (Beirut: Dar al-fikr, 179), 146. 
46

 Ibid., 56. 
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salah satunya meninggal dunia maka yang satu akan menjadi ahli waris 

terhadap yang lainnya.
47

 

Menurut pandangan Islam anak yang lahir dari rahim seorang 

perempuan mempunyai hubungan nasab dengan perempuan yang 

mengandung dan melahirkannya itu tanpa melihat kepada cara bagaimana 

perempuan itu hamil, baik dalam perkawinan atau dalam perzinaan. Kalau 

menggunakan kata ‚anak sah‛ sebagai ganti ‚nasab‛ maka bagi seorang ibu, 

setiap anak yang dilahirkannya adalah anak sah, karena hubungan nasab 

antara ibu dengan anak berlaku secara ilmiah. Oleh karena itu, para ulama 

telah sepakat bahwa yang dilahirkan karena hubungan suami istri didalam 

perkawinan yang sah, maka nasab atau hukum nasab anak tersebut 

mengikuti kedua orang tuanya. 

Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat 

dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang 

sama dengan Undang-Undang perkawinan, karena pasal 100 Kompilasi 

Hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 

ayat (1) UU Perkawinan sebelum direvisi, dimana seorang anak luar kawin 

hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
48

 

Menurut hukum Islam, anak luar kawin (anak hasil zina) tidak dapat 

diakui oleh bapaknya (bapak biologisnya). Anak-anak tersebut hanya 

                                                           
47

Asyhari Abdul Ghoffar, Islam dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi, (Jakarta: 

Akademika Pressindo, 2000), 46. 
48

 Ibid., 84. 
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mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.  Berdasarkan hadis Rasulullah 

SAW, sebagaimana dikutip oleh Neng Djuabedah dari kitab Al-Fara’id yang 

ditulis oleh A. Hassan bahwa antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya 

beserta keluarganya tidak terjadi hubungan keperdataan, karena itu di antara 

mereka tidak dapat saling mewaris. Ketentuan tersebut menurut Neng 

Djubaedah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan Jamaah 

dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki yang menuduh istrinya melakukan 

zina dan ia tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya, maka Rasulullah 

memisahkan di antara keduanya, dan menghubungkan anak tersebut dengan 

ibunya.
49

 

فاِعٍ  شَ اِ   بْ اِ  نُ شَ شَ  شَ شَّؤرشَجنُلاً لْشَ شَ شَ  مبْ شَأشَتشَونُ  شَ   بْ  شَفشَى ماِ بْ  شَاشَداِىشَا ف شَفشَ شَّقشَ رشَسنُلنُ  للَّشَّاِ صشَلشَّ  للَّشَّنُ  شَلشَ بْواِ ,  شَ بْ نَشَ
ابْ شَ بْأشَةاِ  ن شَهنُ شَا  شَ شَ بْشَ شَ  ابْ شَاشَدشَ  اِ   شَسشَلشَّمشَ   شَ  بْ

Artinya: 

‚Dari Nafi’ dari Ibnu Umar, bahwasanya ada seorang laki-laki yang 

menuduh istrinya berzina lalu berbuat li’a>n dan ia tidak mengakui anak yang 

dilahirkan istrinya, kemudian Rasulullah SAW. memisahkan antara 

keduanya dan menghubungkan anak tersebut kepada ibunya.‛ 

Menurut ajaran Islam itu sendiri, memang mengenal pengakuan anak, 

tetapi dengan syarat-syarat tertentu, dan bukan untuk dilakukan pengakuan 

terhadap anak hasil zina. Kedudukan anak hasil zina secara tegas ditentukan 

dalam hadis Rasulullah SAW. Bahwa ia mempunyai hubungan nasab dengan 

ibunya saja. Sedangkan anak hasil perkawinan yang sah, teramat jelas pula 

bahwa ia atau mereka merupakan anak yang mempunyai hubungan nasab 

                                                           
49 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau Dari 

Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 58. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41 
 

 
 

dengan kedua orang tuanya, yaitu ibunya dan ayahnya beserta keluarga dari 

kedua orang tuanya.
50

 

Syarat-syarat pengakuan anak menurut hukum Islam, sebagai berikut 

: 

a. Orang yang diakui sebagai anak serupa dengan orang yang mengakui 

b. Orang yang diakui sebagai anak tidak diketahui nasabnya sebelum adanya 

pengakuuan 

c. Orang yang diakui membenarkan pengakuan tersebut, jika pengaku 

memang orang yang pantas untuk itu 

d. Orang yang mengakui tidak mengatakan bahwa sebab pengakuan itu 

karena zina 

Menurut syarat-syarat tersebut jelas bahwa ajaran Islam mengenal 

lembaga pengakuan terhadap anak hasil perkawinan yang sah, tetapi menurut 

Neng Djubaedah tidak mengenal pengakuan anak yang dibuahkan dari hasil 

hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, atau anak yang lahir di luar 

hubungan perkawinan yang sah, karena Islam telah secara tegas menentukan 

                                                           
50 Ibid., 364. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42 
 

 
 

hubungan hukum antara anak hasil zina atau anak hasil hubungan di luar 

nikah adalah hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.
51

 

Kedudukan anak luar kawin dalam konsepsi Islam harus dilihat secara 

menyeluruh, tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan oleh kedua 

orang tuanya. Tidak ada seorangpun yang dapat menyangkal bahwa 

perbuatan zina (persetubuhan tanpa ada ikatan perkawinan) merupakan 

sebuah dosa besar, namun menyangkut anak yang dilahirkan dari perbuatan 

tersebut tidaklah sepantasnya juga harus menerima hukuman atas dosa yang 

dilakukan oleh kedua orang tuanya. 

Islam adalah agama rah}matan lil’a>lami>n yang artinya agama yang 

memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia di dunia. Walaupun Islam 

sangat tegas terhadap perbuatan zina yang dibuktikan dengan adanya 

ancaman pidana mati (rajam) bagi orang yang melakukan zina muh}s}an, 

namun bukan berarti anak yang lahir dari perbuatan tersebut disejajarkan 

kedudukannya dengan orang tua yang melakukan perbuatan zina. Setiap 

anak memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan, Negara dan hukum. 

Memberikan pembatasan terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh 

setiap manusia bukan hanya akan melanggar konstitusi, namun juga telah 

bertentangan dengan kodrat manusia yang telah diberikan oleh Tuhan 

sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Sang 

Pencipta. Artinya walaupun secara Islam anak luar kawin tidak memiliki 

                                                           
51 Ibid., 365. 
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hubungan nasab dengan ayah biologisnya bukan berarti bahwa ayah biologis 

sama sekali tidak memiliki kewajiban secara kemanusiaan terhadap anak 

hasil dari benih yang ditanamnya.
52

 

 

                                                           
52 Ibid., 88. 


